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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting artinya dalam kehidupan
, ia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kehidupan merupakan sesuatu yang dinamis dan senantiasa berkembang. Pendidikan mutlak ada dan selalu diperlukan selama ada kehidupan.
 Hal ini senada dengan batasan resmi mengenai pendidikan, yaitu usaha yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan terencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan.
 Sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja, teratur dan terencana, sudah barang tentu penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilakukan secara serampangan.

Pada tahap selanjutnya, jika dalam proses pendidikan tidak terjadi perubahan tingkah laku/perilaku peserta didik, maka proses pendidikan tersebut dapat dikatakan gagal.
 Dengan demikian, hal yang terpenting dalam pendidikan adalah bagaimana terjadinya perubahan tingkah laku/perilaku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tahu sedikit menjadi tahu banyak, yang semuanya dapat dilihat dari tiga aspek tersebut adalah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Menyadari akan pentingnya arti pendidikan, maka harus dilakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pendidikan, agar pendidikan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, kemajuan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan ini lebih khusus tertuang pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 yang bunyinya:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.
 

Berdasarkan Undang-undang tersebut di atas, dapat dipahami bahwa di antara tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi keberagamaan peserta didik sehingga dapat melahirkan insan-insan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah Indonesia telah mewajibkan pendidikan agama mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Namun, bila pendidikan agama di sekolah saja yang diandalkan tentu tidak mencukupi, karena terbatasnya jam belajar pendidikan agama di sekolah, dengan demikian perlu ditambahkan pendidikan luar sekolah yang mengarahkan  kepada pendidikan agama yang tujuannya untuk membentuk perilaku beragama yang memadai.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan dunia pendidikan tidak terlepas dari faktor pendukung yang dominan. Di antaranya adalah adanya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Salah satunya dari aspek kebijakan terhadap pendidikan. Dalam pada itu jika diperhatikan kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini secara umum masih belum jelas, masih berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis, dan belum menyentuh persoalan-persoalan yang subtansial, sehingga mutu pendidikan tak kunjung membaik. Fakta bahwa secara individual ada beberapa remaja (siswa) yang menunjukkan prestasi dalam olimpiade sains tingkat internasional adalah benar adanya. Tetapi keberhasilan itu tidak serta-merta menggambarkan mutu pendidikan di Indonesia. Artinya keberhasilan tersebut tidak dapat menggeneralisir bahwa mutu pendidikan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan tentang pembangunan manusia Indonesia, yang dipublikasikan pada tahun 2004. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia berada di urutan ke-111 dari 117 negara.

Menyadari akan kondisi pendidikan yang memprihatinkan ini, mestinya perlu disikapi pemerintah, baik secara nasional maupun secara ke daerahan. Terlebih-lebih setelah dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah di bidang pendidikan, maka hal ini membuat para pengambil kebijakan ditingkat daerah lebih leluasa dalam membangun pendidikan sesuai dengan potensi daerah dan adat budayanya.
  Dengan otonomi daerah pemerintah setempat akan dapat menyesuaikan potensi daerah dan adat, serta relevansinya dengan dunia kerja sesuai dengan berbagai potensi yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu kepala sekolah sebagai manejer dalam bidang pendidikan di sekolah dapat memberikan pengaruh yang sangat urgensial dalam hal pengembangan dan pembinaan sekolah ke arah yang lebih bermutu dan bermartabat. Setiap sumber-sumber yang ada akan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembinaan sekolah yang di maksud.

Meskipun Kota Padang adalah bagian dari teritorial Minangkabau yang memiliki semboyan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, namun dalam pengamalan ajaran adat, budaya dan agamanya khusunya bagai remaja masih banyak yang berperilaku menyimpang dari semboyan budayanya. Banyak para remaja yang terlibat tawuran, miras, narkoba dan pelanggaran terhadap masalah susila. Hal ini tercermin dari pernyataan seorang mantan pelajar SMK X1 dengan inisial A:

“Dulu sebelum adanya kegiatan-kegitan keagamaan seperti sekarang ini (Pesantren ramadhan dan Wirid Remaja) di sekolah kami sering melakukan tawuran antar sekolah dengan membawa batu dan senjata tajam. Karena masalah sepele kami akan mengajak sekolah lain untuk berkelahi atau “cakak banyak”. Cabut juga merupakan kebiasaan kami, kalau kami lupa, tidak sempat atau tidak pandai mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah) atau tugas lain yang disuruh oleh guru. Biasanya kami pergi ke rumah teman yang orang tuanya sedang bekerja atau tidak ada di rumah, kemudian di rumah itu kami adakan pesta seperti merokok, menonton porno, sambil minuman keras. Kalau pada malam Minggu kami sama-sama dengan pelajar putri lainnya berkemah atau kemping atau nongkrong dan pacar-pacaran dipinggir laut. Namanya saja anak muda tidak ada kerjaan, kami buat berbagai acara yang dapat membuat heboh dan mengasyikkan. Selain itu kami juga sering “cabut” pergi ke pasar dengan membuka pakaian sekolah dan menggantinya dengan pakaian biasa kemudian kami “nongkrong”  di tempat-tempat penyewa buku bacaan sambil menunggu waktu keluar sekolah”.
 

Dari pengakuan tersebut dapat dipahami bahwa kebiasaan dan perilaku dari sebagian para remaja sebelum adanya kegiatan wajib keagamaan di sekolah adalah terlibat dengan masalah-masalah patologi sosial yang dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap cara dan prestasi belajar mereka, serta kesehatan mereka.  Dengan berbagai kebiasaan tersebut di atas juga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap perilaku yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kurangnya kesadaran sebagai seorang pelajar. 

Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun gejala-gejala sosial yang merupakan patologi sosial tersebut ternyata sangat sulit diberantas. Nampaknya, situasi ini telah dibaca oleh pemerintah. Kemudian dengan beberapa unsur terkait mencoba mencari solusi terbaik dalam memperbaiki perilaku remaja yang mulai mengalami pemnyimpangan moral. Oleh karena itu pemerintah Kota Padang berupaya membuat suatu kebijakan, dan melakukan berbagai upaya dengan merumuskan beberapa kebijakan termasuk di antaranya kebijakan politik pendidikan
 yang berlandaskan ajaran adat budaya dan agama Islam. Kebijakan dimaksud seperti, mengaktifkan Didikan Subuh setiap minggu bagi anak TPA/TPSA di setiap Mesjid dan Mushalla, mengaktifkan Wirid Remaja di Mesjid dan Mushalla yang  dilaksanakan pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan dengan peserta pelajar SMP, SMA dan Perguruan Tinggi
, serta melaksanakan Pesantren Ramadhan.
 

Berdasarkan penjelajahan materi yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun 2008 diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Pesantren Ramadhan telah diinstruksikan oleh Walikota semenjak tahun 2004 M sampai sekarang yakni tahun 2009 M.

2. Pelaksanaan Pesantren Ramadhan diinstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang, Camat se Kota Padang dan Lurah se Kota Padang tahun 2004 sampai 2006 sedangkan tahun 2007 sampai 2009 instruksi tersebut selain ditujukan kepada sebelumnya juga kepada Ka. UPTD Dinas se Kota Padang dan Kepala SMPMTs, SMA/SMK/MA Negeri dan swasta se Kota Padang.

3. Peserta Pesantren Ramadhan adalah seluruh siswa, SD/MI kelas IV sampai kelas VI, SLTP/MTs kelas I s/d kelas III dan SLTA?MA kelas I s/d Kelas III.

Dalam pada itu, ketika persoalan kebijakan pemerintah tersebut dimunculkan ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan, terutama menyangkut kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan, kemudian unsur-unsur yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang pelaksanaan Pesantren  Ramadhan, seterusnya pada bagian lain penting juga dianalisa bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap peningkatan perilaku remaja.

Dipilihnya Pesantren Ramadhan sebagai obyek dalam penelitian ini karena hal tersebut merupakan kebijakan pertama yang kaitannya dengan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesadaran remaja dalam melaksanakan ajaran agama.

Bertolak dari persoalan yang telah dikemukakan di atas, agaknya perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Setidaknya ada beberapa alasan mendasar  kenapa kajian ini perlu dilakukan. Yaitu, karena sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang terfokus kepada kebijakan Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan, apalagi yang terkait dengan respon pihak sekolah dan pengaruhnya terhadap peningkatan perilaku beragama remaja.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan : implikasinya terhadap peningkatan perilaku beragama remaja.

2.  Batasan masalah 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan 

b. Bagaimana respon pihak sekolah terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan 

c. Bagaimana impikasinya terhadap peningkatan perilaku beragama remaja

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk melihat kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan serta implikasinya terhadap peningkatan perilaku beragama remaja.

 Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk melihat:

a. Kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan 

b. Respon pihak sekolah terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan 

c. Impikasinya Kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan terhadap peningkatan perilaku beragama remaja

2.  Kegunaan penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemudian dijadikan infrmasi berkenaan dengan kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan serta implikasinya terhadap peningkatan perilaku beragama remaja.

b. Memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, peminat, pemerhati, pakar dan praktisi pendidikan khususnya, serta masyarakat pada umumnya tentang kebijakan pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan Pesantren Ramadhan.

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:

a. Dijadikan rujukan yang dapat dipertimbangkan dalam mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan kebijakan yang semakin komplek.

b. Dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan perilaku beragama remaja.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional ini berguna untuk menghindari kesalh pahaman para pembaca dalam memahami makna judul tesis ini. Dengan demikian penulis jelaskan memudahkan para pembaca Guna menghindari kekeliruan dalam memahami makna dari judul tesis yang dimaksudkan, maka berikut ini diterangkan makna dari kata-kata kunci dalam judul yang dimaksud.

Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya.
 Sementara sumber lain menyebutkan kebijakan ialah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manejemen dalam usaha mencapai sasaran (police).

Kedua pendapat tersebut pada prinsipnya mempunyai persamaan, dalam penelitian ini rumusan yang digunakan adalah rumusan pertama, karena dinilai lebih dipahami dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Dengan demikian, kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian pembuatan konsep tentang pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini, pemerintah Kota Padang pada masa pemerintahan Fauzi Bahar tahun 2008 dan 2009 M. 

Pelaksanaan adalah seluruh rangkaian kegiatan, yang dilaksakan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Dalam hal ini konsep yang dimaksud adalah berkenaan dengan Pesantren Ramadhan dan Wirid Remaja di Kota Padang.

Pesantren Ramadhan adalah suatu usaha optimalisasi ibadah Ramadhan melalui ta’mirul Masjid yang terarah dan terencana yang diikuti oleh semua orang pada komunitas tertentu selama sebulan penuh di bulan Ramadhan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
 Dengan demikian Pesantren Ramadhan yang dimaksud dalam tesisi ini adalah nama dari kegiatan keagamaan yang dilakukan di mesjid dan mushalla yang dilaksanakan pada bulan ramadhan.

Implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Berimplikasi berarti mempunyai hubungan keterlibatan.
 Kata-kata implikasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu implicate, implication.
 Implikasi yang dimaksudkan dari judul penelitian ini adalah keterlibatan atau pengaruh yang timbul dari suatu kebijakan, dalam hal ini terkait dengan kebijakan pemerintahan Kota Padang tentang pendidikan Islam.

Peningkatan perilaku beragama remaja adalah perubahan perilaku remaja ke arah yang lebih baik ditinjau dari sisi agama Islam, baik perkataan maupun perbuatannya.

Dengan demikian, secara keseluruhan yang dimaksudkan judul penelitian ini adalah rangkaian konsep pemerintah Kota Padang tentang pelaksanaan  Pesantren Ramadhan Remaja serta pengaruhnya terhadap perubahan positif perilaku reaja berdasarkan ajaran Islam.

E. Kajian yang Relevan

Kajian tentang kebijakan pendidikan masih tergolong baru terutama bagi negara-negara berkembang. Kendati demikian, sepanjang yang telah ditemui terdapat beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan. Sirozi
 membahas tentang keterlibatan ulama dalam penyusunan UUSPN No. 2 tahun 1989. Ia menilai bahwa terdapat keterlibatan pemimpin muslim dalam perumusan UUSPN, selain itu pemimpin muslim ikut serta dalam membantu penyelesaian konflik kepentingan antara pemerintah dengan kelompok tertentu. Kajian yang telah dilakukan Sirozi agaknya menyangkut kebijakan pendidikan secara nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada kebijakan pemerintah daerah. Kendati demikian pada aspek kepentingannya hasil kajian tersebut akan menjadi rujukan dalam analisa hasil penelitian nantinya.

Selanjutnya karya Sirozi yang lain, menyangkut politik pendidikan, dengan judul Politik Pendidikan. Ia menilai bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang harus menjadi perhatian para pengurus pendidikan. Lebih lanjut ia mencatat bahwa kajian ini terbilang langka di negara berkembang seperti di Indonesia.
 

Depi Desmal
 dalam bentuk tesis menguraikan tentang Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Pendidikan Islam; Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan Madrasah dan Pembaharuan Pasca Orde Baru. Dalam tesis ini tergambar peran pemerintah pusat terhadap pendidikan Islam khususnya madrasah, penelitian serupa dilakukan Sirajuddin Zar,
 dengan judul Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Islam(1966-1987). Meskipun dibatasi tahunnya, namun pembahasannya masih tergolong sangat luas yaitu mencakup pada keberadaan departemen agama, aliran kepercayaan, penafsiran Pancasila, MUI dan YAMP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap Islam sudah cukup tinggi meskipun masih terdapat ketimpangan-ketimpangan. 

Sam M. Chan.
 Dia menganalisa tentang sejumlah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah di antaranya desentralisasi pendidikan melalui Undang-undang otonomi daerah, porblematika seputar pendidikan moral dan budi pekerti, isu seputar evaluasi pendidikan secara nasional, kebijakan tentang kuantitas dan kualitas guru, isu kebijakan pendidikan keluarga di perkotaan, isu seputar supervisi pendidikan, isu kebijakan terkait kurikulum berbasis kompetensi (KBK), manejemen pendidikan berbasis masyarakat, kebijakan pendidikan di era globalisasi, kebijakan media masa dan pendidikan anak, isu kebijakan pemberian gelar akademik dan muatan lokal: isu kritis dalam kurikulum berbasis kompetensi.

Selanjutnya Zulkarnaini dkk,
 meneliti tentang dampak wirid remaja terhadap perbaikan perilaku ubudiyah dan sosial generasi muda di Kota Padang, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, sebab Zaulkarnaini hanya memfokuskan kajiannya pada dampak Wirid Remaja saja, sementara dalam kajian peneliti ini,  Pesantren Ramadhan  yang menjadi sorotan utama. Sehingga dengan kedua objek tersebut dilihat bagaimana implikasinya terhadap perilaku beragama siswa.

Berdasarkan beberapa kajian dan penelitian di atas, terlihat jelas bahwa belum ditemukan penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti. Oleh sebab itu penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan.
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